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Baglan Hukiim

KEPUTUSAN MENTERT KEBUDAY AAN DAN PARIWISATA

-

NOMOR :  KEP-012/MKp/IV/2001
TENTANG

PEDOMAN UMUM PERIZINAN USAHA PARIWISATA
MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA !

Nentmbang, cooac bohawn denean berfakunva Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1wou
‘ tentang  Pemerintahan Dacrah, pembangunan kepariwisataan
rebkan febih kepada pemberdavaan dacrah khususnva Dacrah

f
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Nabupaten/Kota, perlu diwvjudkan secara nyata dalam rangka
meningkatkan pelayvanan kepada masyarakat antara lain dalam
pemberian izin usaha pariwisata yang mudah dan cepat;

b. bahwa schubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang poriu
adanya pedoman umum perizinan usaha sebhagai acuan baer Dacrah
Labupaten’Kota datam pomberian jzin usaha dibidang

kepariwisataan yang  ditetapiian dengan keputusan  Menier:
Kebudavaan dan Pariwisata:
Mengmgat o1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 (enfang Kepariwisaiaan

- {Lambaran Nepara Republih Indonesia Tabun 1990, Nomor 78,
—temibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427

Undang-Undang Nomor 22 Tahun han

»,
b

1999 tentang  Pomerinta
Pacrah (fembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

wmbgran Negara Nomor 3839 . -

' X
——t e
]
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I Puoraturan Pemermntalh Nomor 67 Tahun 1996 teatang
Po varaan Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1
Nemor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);

¢leng

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
bemermtah dan Kewenangan Propinsi sebagai Dacrah Gionomn
(I.embaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan I.embaran
Negara Nomor 3952);

S0 KGTHenan pressaen Nomor 165 Tahun 2000 tentange, iedunha,
Toeas, Fungst, bewenangan, Susunan Ovgandsast dan Tt ferja

Plopatemen:



Memporhathan

Menetapkun

(’ PERTAMA

KEDUA
KETIGA
¢

Nomor 177 Tahin

Oreanisast dan Tupas Departenen:

6. Keputusan Presiden 2000 teotane Susunan

surat Nentert Kehakunan dan FLAM Nomor MUUM0T.06.27 taneeal 23
Pebruem 2001

MEMUTUSKAN :

KIPUTUSAN
TENTANG
PARIWISATA,

MENTLERI
PEDOMAN

KEBUDAYAAN
UNUIN

DAN  PARIWISATA
PEITZIN AN USAHA

Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata merupakan acuan bagi
Paerah Kabupaten/wota dalam pelaksanaan  pemberian izin usaha

pariwisata, sehagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

“Dalam pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam

diktum  PERTAMA  Pemerintah  Daeralh  Kabupaten/Kota  dapat
menjabarkan Iebih lanjut scsum dengan karakteristik dan kemampuan
Daecrah setempat.

Keputusan ini mulat berlaku pada tanggal di tetapkan.

Jakarla
02 April 2001

Ditetapkan di
Pada Tanggal

MMENTERI KEBUDAY AAN

<P AN PARIWISAT A
QY AN .
i x 2 A
i:'!.(-R Wu
A GEDE ARDIKA



' LAMPIRAN : Keputusan Mentert Kebudayaan
dan Pariwisata
Nomor D KEP-012/MKP/TV/2001

Tanggal .02 April 2001

PEDONMAN UMUM PERIZINAN USAHA PARIWISATA

BAB

PENDAHULUAN

A, DASAR PEMIKNIRAN

Dengan terbitnan g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintaban
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinst Sebagai Daerah Qtonom, maka Pembangunan
Kepariwisataan diarahkan scbagai alat pemerataan pembangunan baik sccara spasial.
sektoral maupun struktural. Pemberdayaan dacrah sebagai bagian yang paling dekat
dengan masyarakat perlu diwvujudkan sccara nyata, baik dalam rangka meningkatkan
pelavanan kepada masvarakat dan pengelolaan potensi kepariwisataan yang berada
daerah melalur perwujudan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.
maupun peningkatan prakarsa dan peran serta aktil masvarakat, termasuk usaba
nasional beserta lembaga perencanaan dalam pembangunan dacrah.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Penierintah Nomor 25 Tahun 2000 tersebut, teiab
memberikan gambaran menyzluruh dan jelas mengenat kewenangan di tingkat pusat

\ dan dacrah,
>

Penanganan urusan dan penvelenggaraan Kepartwisataan telah menjadi tupns dop
tanggung jawab daerah kecuali dalam hal :

1. Penctapan pedoman pembangunan dan pengembangan Kepariwisataan;

2. Penctapan pedoman kerjasama Internasional dibidang Kepartwisataan;
3. Penctapan standar dan norma sarana Keparnvisataan.

Ketiga hat tersebut tetap menjadi urusan dan Kewenangan pemerintah pusat.
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Dalam rangka penanganan urusan dan penvelenggaraan kepariwisataan oleh daerah
tersebut. sudah barang tentu diperfukan adanva siandar, norma, pedoman, Kriterta dan
yrosedur selam perumusan kebijakan dar pemerintali pusat, vang menjadi acuan baw
semerintah dacrah terutama berkattan dengan mekanisme dalam penyelenggaraan

nerintahan daerah, pelavanan kepada masvarakat dan kegiatan pembangunan.
) ngan demikian manajemen  pemermtahan  dacrah harus  dapat mendukung
pencapaian tujuan otonomi dacrah itu sendirt. adanva komposisi proporsional peranan
pemerintaly, swasta dan masvarakal dalam pengelolaan polum pariwisata dacrah
vang harus jelas  batas-batasnva.  Sesuat  tanggung  jawab  pemerintah  untuk
menylapkan penctapan siandar pemberian iz olch dacrah (Pasal 2 ayat (4) butw )
Peraturan Pemerintah Nomor 235 Tahon 20007 dalan kattan pomberian izin usaha oleh
permerintah dacrah diperlukan adanyva suatu pengaturan febih Tanjut dalam bentuk
Pedoman Umum Perizinan Usaha Parnvisata.

{
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TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan
Tujuan Pedoman Umum o adalah
a. Adanya kepastian dalam penanganan pemberian dan perolehan 1zin usaha;

b, Adanva trangparansi-keterbukaan dalam proses pemberian 1zin usaha;

¢. Memberkan perhindungan bagt mazvarakat konsumen  terhadap  jaminan

kualitas produk partwisata.

t

Sasaran
Sasaran Pedoman Unnum e adatalhy

a. Bagi pemerintah daerah adalah terlaksananyva pemberian “1zin usaha yang
mudah. cepat dan terjangkau;

v, Bagt usaha pariwisata adalah dapat dipenuivnyva persvaratan serta prosedu
b. Bag i 1z adalah dapat dy Vi persyaral ta | !
vang berlaku dalam perolehan izin usaha secara transparan;

¢. Bagi masyarakat adalah meningkainya pelayanan usaha pariwisata. .
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Lo Padenman Umany i vang dinabeud denean

Usaha Pamwisata adalah Regiatan vang bertyjuan menvelengearakan  jasa
D’i!‘i\\f;’s:l'n atau menvediakan atau mengusabakan obyvek dan dava tank wisata,
usaha sarana pariwisata dan usaha finnva vang terkait di bidang tersebut:

Lo Ulsaha Partwisata adalzh r7in unik membuka ueaha serta menjalankan usaha
vang diberian setelah memenuli svarat-syacat periainan yang, ditetaphan:

Femevmiah Dacraly adalaly lepala r2acrah Propinst atau Kal upa tendota beserta

nerangkat Dacrah Otonont vang Tatn sebagai Badan Eksekutif Dacraly

Nenteri adalah NMenteri vang bertangoung jawah di bidang kepariversataan.

ANDASAN HUKUNS

craturan vang menjadi fandasan tekms Penvusunan Pedoman Umum Perizinan

Usaha Parnwisata ind sebagai berikul ¢

to

Fm

o

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan:
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Linghungan Hidup:
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 199% wentang Pemermtahan Dacrah:

[t

‘eraturan Pemermtah Nomaor ﬂ.?- T&Lm,.\ 1996 tentang Penvelonggaraan
Keparnvisataan:

Poratiran Pomerintah Memior 25 Talber J000 entane Kewenmnem Poneriniah
ded boowenanean l’l'upm\-z seliaoa Deeraly Ulonom:

seepuiusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang

Roedudukan, Tugas, Funos: Fewscenancan, Susunan Oraanises: dan Taia Kerja
Depantemen; dan )

Sorniug Reputusan Mentert Farwasaia. Pos dan Telekomunikasi di bidang
perizinen ustha parfwvisata veng teiah dikeluarban sebelumanva.



[P,
-,

AL

BAB I

PENGUSATTAAN

PENGGOLONGAN USAHA PARIWISATA
Panwisata adalah scgala scsuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk obyek
dan daya tarik wisata. serta usaha-usaha vang terkait di bidang tersebut. Sesuai
dengan  Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang
Kepartwisataan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 67 Tahun 1996  tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan, usaha parnwisats digolonghan ke dalam :
I Usaha Jasa Parnvisata vang terdirt atas

a Jasa Biro Perjalanan Wisala:

b. Jasa Agen Perjalanan Wisata;

c. Jasa Pramuwisata;

d. Jasa Konvenst, Perjalanan Insentif dan Pameran;

¢ Jasa Impresariat;

f.  Jasa Konsultan Pariwisata;

g Jasa Informasi Pariwisata.

2. Pengusahaan Obvek dan Daya Tarik Wisata vang dikelompokkan dalam :
a. Pengusahaan Obvek dan Daya Tartk Wisata Alam: -
b. Pengusahaan QObyvek dan Daya Tartk Wisara Budava:
c. Pengusahaan Obyek dan Daya Tank Wisata Minat Khusus.

3. Usaha Sarana Pariwisata yang terdiri dary :

a. Penyediaan Akomodasr;

-

b, Penyediann Makan dan Minum;



¢. Penyediaan Angkutan Wisata:
d. Penyediaan Sarana ‘Wisata Tirta:

¢ RKawasan Parnwisata,

BENTUK BADAN USAHA

1.

pon

Usaha pariwisata dapar berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), atau
koperast atau usaha perscorangan serta maksud dan tujuannyva bergerak di bidang
usaha pariwisata sesuai dengan bidang usaha vang akan dikelola.

Usaha perscorangen  schagaimana dimaksud angka 1, adalah usaha yang
memenuhi persvaratan sebagai berikut :

a. Tidak merupakan Badan Hukum atau persekutuan;

b. Diurus, dijalankan atau dikelola olch pemiliknya atau dengan mempekerjakan

s

anggota keluarganya.

c. Keuntungan usaha hanyva untuk memenuhi keperluan nafkah hidup sehari-hari
pemiliknya.

Pemerintah Dacrah dapat menetapkan jenis usaha pariwisata tertentu  yano
diselenggarakan ofch perscorangan yang tidak perlu memiliki izin usaha.

LINGKUP KEGIATAN USAHA

Rerdasarkan pengonlonean usaha pariwisata, secara garis besar lingkup kegiatan
usaha dari masing-masing bidang usaha pariwisata adalah :

.

Uisaha Jasa Parnwisata yang terdivt dart ¢

a. Jasa Bio Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha yang bersifat
komersial vang mengzatur, menyediakan dan menvelenggarakan pelayanan
bagi scseorang atau sckelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan
llljuzm utama untuk benwvisata;

b dasa Agen Popaianan Wisata merupakan  kegiatan usaha  yanp
menyelengearakan usaba peralanan yang bertindak  sebagai perantara di
dalamy monjuat dan anae menguros 1asa untuk melakukan perjalanan:
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¢. Usaha Jasa Pramuwisata merupakan kegiatan usaha bersifat komersial yang
mengaiur, mengkoordinir  dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk
memberthan pelayanan bagi sescorang atau kelompok orang yang meclakukan
perpadanan wisata;

d. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran merupakan usaha
dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelavanan bagi suatu pertemuan
schelompok orang  (negarawan,  usahawan,  cendekiawan, dsb.) untuk
membahas masalah-masalah vang berkaitan dengan kepentingan bersama:

¢ losa Dmpresariat merupakan kegiatan pengurasan penvelenggaraan hiburan
baik vang, merupakan mendatangkan, mengirunkan maupun
mengembahkannya serta menentukan tempat. waktu dan jenis hiburan:

boodasa hensultan Pariwisata meripakan kegiatan usaha yang memberikan jasa
berupa saran dan naschat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul
muls penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya vang disusun secara
sistematis berdasarkan disiplin ilmu vang diakui disampaikan sccara lisan.
tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional;

o. Jasa Informasi Pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi, penvebaran
dan pemantaatan informasi kepariwisataan.

Pengusahivan Obyvek dan Daya Tarik Wisata

o Pengusahianan obvek dan dava tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan
swmber dava alam dan tata lingkungannyva vang telah ditetapkan sebagai

obvel dap dava tartk wisata untuk dijadikan sasaran wisata;

o wan obyek dan dava tarik wisata budava merupakan  usaha
pemandaatan seni dan budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata;

¢. Pengusahizan obyek dan daya tarik wisata minat kKhusus merupakan usaha
pemantaatan sumber dava alam dan atau potensi seni budaya bangsa untuk
menunbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

Usaha Sarana Pariwisata

a. Usaha penvediaan akomodast merupakan penyediaan kamar dan fasilitas lain
serta pelayanan yang diperlukan:
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Usaha  penvediaan makan dan minum merupakan  usaha  pengolahan,
penvediaan dan pelavanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan
sebagat bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha vang berdiri

sendir:

Usaha penvediaan anghutan wisata merupakan usaha khusus atau sebagion
dart usaha dalam rangka penvediaan angkutan pada umumnya vaitu angkutan
khusue wisata ateu angkotan umum vang menvediakan angkutan wisata:

sonvediaan sarand wisata trtay merupakan usaha menyediakan dan

i

lofe prasarana dan sarana serta jasa vang berkantan denean kegratan
wisata tirta (dapat dilakukan di laut, sungai. danau. rawa dan waduk), dermana
serfa fasthiias olahraga o untuk keperfuan olahraga ski ase, selancar angin,

berlavar, menvelam dan memancing;

Ulsaha kawasan partwisata merupakan usaha vang keglatannya membangun
atau menzelola kawasan dengan luas fertentu untuk memenuhi kebutuharn

La

pariwisata.

BADB ]

PERIZINAN

AL FUNGSHIZIN LSATIA

Fungst iz usaha dapat dilthat darr 2 (dua) kepentingan, vaitu -

1.

Bagr dunia usaha

a.

(@)

Scbagar dasar/buktt keabsahan untuk menjalankan usaha;
Prolesionalisme usaha dan peningkatan pelavanan;
Mewngkatkan citra produk wisata;

Pipenubinva ketentuan hukum vang berlaku dalam pengusahaan schingga
terwujud kepastian usaha.



2. Bagi pemermntah daerah :

a. Sebagai sarana untuk pengawasan dan pengendalian;

P

b. Pengaturan lokasi usaha (tata ruang) agar tidak melampaui daya dukung dan
perubahan fungsi peruntukannya;

¢. Mcenjamm  terselenggaranya  kegiatan - yang berkesinambungan dan
kesclamatan operasional usaha pariwisata;

d. Memperhatikan perlindungan atas kepentingan umum/konsumen.

L B. PERSYARATAN UMUM MEMPEROLEH IZIN USAHA PARIWISATA :

&

1.

2.

Memiliki akte pendirian perusahaan;
Memiliki kantor/lokasi usaha yang jelas;

Memiliki tenaga kerja yang berpengetahuan dan berpengalaman  dibidang
usahanya;

Modal yang cukup untuk menjalankan usahanya;

Mecemenuht ketentuan dan persyaratan pengusahaan,

C. TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PARIWISATA

I.

2.

Permohonan  diajukan  secara tertulis oleh pimpinan perusahaan kepada
Bupati/ Walikota setempat.

Dalam pengajuan perimohonan tersebut bagi usaha pariwisata yang memerlukan
bangunaa fisik, sudah disertakan salinan lzn Menduikan Bangunan (IMB)
sebagai dasar telah memenuhi persyaratan/memiliki izin lokasi dan izin Undang-
Undang Gangguan (HO).

Bagi usaha pariwisata yang wajib AMDAL agar melampirkan Penyusunan Studi
AMDAL dan bagi usaha pariwisata yang tidak wajib AMDAL di persyaratkan

UKL dan UPL.

Proses penilaian berkas permohonan yang disampaikan pemohon sampai dengan
diterbitkan atau ditolaknya permohonan dilakukan dengan memperhatikan
kecepatan pelayanan dan kelancaran nenyelenggaraan usaha,
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Tangha waktu berlakunya izin usaha partwisata sckurang-kurangnyva 1 (sate) tahun
dan dapar diperpanjang sclama usaha pariwisata vang bersangkutan  masih
menjalankan kegiatan usaha.

Salman Izin Usaha vang diterbitkan oleh Pemda Kabupaten/Kota disampaikan
tembusannya  kepada Pemda Propinsi dan Pemerintab Pusal ¢«
Kebudavaan dan Pariwisata,

1 Nenter

LTerbadap usuhio partwisata vang memerlukan izin vang bersifat kKhusug vine
dikeluarkan  oich  mstanst  teknis,  Pemda  Kabupaten/Kota  memboriias

rehomendast vane duujukan kepada instama terkan vang boersanghutan sopeii
tzin perjaianan Unoroh bagr Biro Perjalanan Wisata vang telah memperoleh o

usaha dart Pemnda.

TANGGUNG AW AR

Tanggunge javwah pembert izin

a. Nemperhatikan Kepentingan masvarahatperlindungan konsumen. daunpal,
lingkungan, tata ruang/lokasi dsb, melalui selektifitas pemberian izin usaha:

b. Menjamin terlaksananya peningkatan kualitas pelavanan perizinan vang
el copatt kebih mudah dan terjangkau:

Mengadakan pengendalian  terhadap  perizinan diterbithan  dafmn

upava peneptaan tklim usaha vang schat

(@

yang

o Nenvawast patabsanaan hegratan usaba apar sesum dengan 1z usaha vanye
diborthony

. Moenganmibd indakan hukumdpencgakan peraturan terhadap penvalabounaan
perizinan vanyg telah dibertkan,

Ane2ung wab penerima 1zin

a0 Memanun terlaksananya svarat-svarat usaha pariwisata vang tercanium
dalem iz usaha: \

\

bo NMenmphatkan pelayanan dan mengupavakan peningkatan profesionalisme
manajemen dan Kualitas tenaga kerja;



Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara vang ditetaphan
sesuatl dengan peraturan perundangan maupun persvaratan vang ditctapkan

(@}

Pemermtah Dacrah:

d. Memjamin tetap terpenuhinya syarat-svarat (cknis atas penggunaan peralatan
pertengkapar:

&

Memperhatikan upava pelestarian dan pemeliharaan lingkungan, baik alam
maupun sosial budaya;

0 Nenamin cerlabosananva pemeriksaan eknre vsaba parnwisata secara berkal

olch instanst vany berwenang,

o. Menjaga martabat usaha dari kegiatan yang melanggar Kesusilaan
perjuidian, pengedaran atau pemakaian narkoba. keamanan  dan keteriiban
U

o Nemberthan pelavanan vang sebatk-baiknya dan memberikan perlindungan
kepada pemakar jasa/tamu terutama dalam hal kepuasan, Kenyamanan.
kescelamatan dan keamanan serta santtast dan higiene;

L Menjamin pemenuhan Ketentuan kegja, keselamatan kerja dan jaminan
kescjahleraan bagi Karyawan sesuai dengan peraturan perundangan vang
berlaku;

. Menvampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan
tepat waktu.

L . PENGAWASAN DAN PENGENDALTAN

Pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan usaha pariwisata dapat dilakukan
dengan :

1. Bilamana pengajuan permohonan Izin Usaha terdapat dan dapat dibuktikan
adanyva e pemalsuan data dan dokwmen vang dilnprkan, maka permohonan
vamge bersanglutan udak sah dan batalnya semua pengajuan permohonan serta

dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum vang berlaku.
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2. Izin Usaha pariwisata dapat dicabut. apabila

a. Tidak memenuhi Ketentuan persyaratan dan kewajiban usaha seperti yang
ditetapkan dalam peraturan yang berlaku;

b. Melakukan tindak kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya,
misalnya : secara sengaja melanggar kesusilaan, menjadi tempat peredaran
narkoba, tempat perjudian, dsb;

¢. Menghentikan kegiatan usaha/tidak beroperasi lagi atau perusahaan pindah
alamat tanipa diketahui/tidak dilaporkan.

3. Pengendalian terhadap perizinan usaha pariwisata dapat berupa penelitian atas
penyvampalan laporan perkembangan usaha, pelaksanaan peninjauan lapangan,
atau dengan membatast jumlah 1zin usaha yang akan diterbitkan.




